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PERJALANAN MOU CFDS UGM-Pemprov Sulbar
Dalam Penyelenggaraan SPBE

2022 2023 2024

1. Penyusunan Arsitektur 
(6 domain)dan Peta 
Rencana (7 Muatan) 
V1.0 (Done)

2. Dashboard Monev 
Arsitektur dan Peta 
Rencana SPBE (Done)

1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v2.0)

2. Penyusunan Dokumen 
Tata Kelola

3. Pendampingan audit 
infrastruktur dan audit 
aplikasi

4. Menyusun dan 
Memandu pedoman 
Manajemen Data dan 
Risiko

1. Untuk Pemenuhan Indikator 11 
dan 12 (PermenpanRB 59, 
2020)

2. Pondasi Keterpaduan dan 
Keberlanjutan TIK

3. Bagian dari agenda Reformasi 
Birokrasi

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE dan peningkatan 
bertahap

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan (

1. Menjaga tingkat kematangan 
indeks SPBE

2. Memastikan Tata Kelola dan 
Manajemen TIK terpadu dan 
berkelanjutan

3. Integrasi Layanan Tematik 
bertahap menuju data driven 
government
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1. Reviu Penajaman 
Arsitektur dan Peta 
Rencana (v3.0)

2. Mendampingi 
Pelaksanaan Tata Kelola 
Manajemen dan 
Pengembangan Integrasi 
Layanan

3. Menyusun dan Memandu 
pedoman Manajemen TIK 
lainnya

T

T

T



Potret Terkini SPBE Pemprov Sulawesi Barat



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2022 Buku Arsitektur dan 

Peta Rencana SPBE 
v1.0

Mencakup Studi Literatur, Survey, 
Analisa Kondisi Eksisting, Pembuatan 
Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana 
SPBE as is (versi 1.0)

Indikator 11
Indikator 12

2022 Dashboard Arsitektur 
dan Peta Rencana 
SPBE

Mencakup aktivitas mendesain, 
verifikasi, update dan analisa visualisasi 
informasi

Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2022
https://spbe.sulbarprov.go.id/Dashboardv3.0.html



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2023 Reviu Arsitektur 

dan Peta Rencana 
v2.0

Mereview kelengkapan, validitas, dan kesesuaian arsitektur serta peta 
rencana dengan melakukan update pada dashboard Peta Rencana

Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12

2023 Buku Saku Tata 
Kelola TIK

Mencakup Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 
mendukung 4 indikator tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi SPBE 
Pemprov. Sulawesi Barat, yaitu: 
1. Keterpaduan Rencana dan anggaran, 
2. Pembangunan Aplikasi SPBE, 
3. Layanan Pusat Data
4. Sistem Penghubung Layanan

Masing-masing indikator dicetak menjadi satu buku saku.

Indikator 13
Indikator 15
Indikator 16
Indikator 18

2023 Persiapan dan 
Pendampingan 
Audit Tools BRIN

Mencakup persiapan pemanfaatan Audit Tools BRIN dan pendampingan 
agenda audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Persiapan 
Pemenuhan
Indikator 29 &
Indikator 30

2023 Pedoman 
Manajemen 
Resiko SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

 Indikator 21

2023 Pedoman 
Manajemen Data 
SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen Data SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

Indikator 23



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

https://spbe.sulbarprov.go.id/



Dashboard Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | 2023

Draft SK Tata Kelola 



Matrix Pemenuhan Delivery vs Indikator
2024 Reviu Arsitektur dan Peta 

Rencana SPBE v 3.0
Mencakup penyusunan regulasi pedoman 
Manajemen Risiko SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

 Reviu 
Indikator 11 
dan 
Indikator 12

2024 Pedoman Manajemen Aset 
TIK SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Aset TIK Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 24

2024 Pedoman Manajemen 
Kompetensi SDM SPBE

Mencakup penyusunan regulasi pedoman 
Manajemen Kompetensi SDM SPBE Pemprov. 
Sulawesi Barat

Indikator 25

2024 Manajemen Pengetahuan 
SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Pengetahuan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 26

2024 Pedoman Manajemen 
Layanan SPBE

Mencakup penyusunan pedoman Manajemen 
Layanan SPBE Pemprov. Sulawesi Barat

Indikator 28

Keterangan: bisa ke depan dilanjutkan Manajemen Perubahan (indikator 27) dan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22) 
karena belum terlalu jelas rujukannya



Saran Umum

1. Meningkatkan kolaborasi tata kelola dan manajemen / 
audit bersama OPD terkait

2. Untuk lampiran bukti dukung sebaiknya label dikode 
sesuai dengan indikator, misal: 
Indikator38_NamaBuktiDukung (Nama Bukti Dukung 
yang singkat informatif).pdf

3. Dalam menarasikan sebaiknya sesuai dengan kaidah 
penjelasan dan skeleton yang ada di ketentuan pedoman 
Menpanrb nomor 6 tahun 2023 (untuk kedepannya perlu 
disesuaikan).

4. Diperlukan pembuktian kapabilitas di level-level 
kematangan (2,3,4) yang dilalui dengan pointer yang 
baku dan komprehensif.



Cara Menarasikan Bukti Dukung
Pengungkapan FAKTA sebaiknya untuk setiap penjelasan bukti dukung memuat apa 
bukti dukung tersebut (tentang apa) ada di pasal atau halaman mana dan merujuk 
pada file mana. (agar polanya sama): Penetapan apa, tentang apa, dimana 
(pointer pasal dan atau halaman) dan file mana. 

MISAL: Indikator 3 - Level-3
Kebijakan terkait Manajemen Data tercantum dan telah ditetapkan pada Perda No 
16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE pada Pasal 16 dan 34 sesuai 
data dukung 3.a-PERDA-No-16-Tahun-2018.pdf dan Keputusan Bupati Nomor 
308 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE di Kabupaten Karawang yang 
memuat pengaturan proses Manajemen Data pada Lampiran Halaman 6 & 7 
Huruf I angka 1 s/d 6, sesuai data dukung 3.b-KepBup-No-308-Tahun-2022.pdf 
(FAKTA) 
Pengaturan pada kebijakan tersebut telah memuat seluruh rangkaian proses 
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data 
dan interoperabilitas data. (ANALISIS)



https://s.id/1Mw6N

Pedoman MENPANRB 6 Tahun 2023

Pilih Indikator >>
Tentukan Level 
Kematangan yang 
dikehendaki

Perubahan-perubahan 
yang pada setiap 

indikator
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Nanang Ruswianto, S.T, M.Kom
Koordinator Evaluator SPBE UGM (KemenPANRB) - UGM (2018-skrg)

Peneliti Smart City & SPBE, CFDS - Fisipol UGM (2018-sekarang)

Tim Koordinasi Jogja Smart Province DIY (2018-sekarang)

IT Konsultan (unit usaha UGM) sejak (2004 - sekarang)

CFDS Focus Area:

1. Digital Governance, including:
1. Social Media and Politics
2. E-democracy/digital democracy
3. digital literacy for government
4. eGovernment (SPBE)

2. Digital Economy, including
1. Small and Medium Enterprises (SMEs) go online
2. Financial Technology
3. Development of e-commerce

3. Future Technology
1. Artificial Intelligence
2. Cloud Computing
3. Data Analytics

Konsultan, Praktisi dan 

Assessor SDM di 

Pemerintahan

Konsultan SPBE dan 

Asesor Smart City 

di Pemerintahan

KOMPOSISI TIM DAN TA



1. Perumusan cakupan Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, 
Pengetahuan dan Layanan SPBE sesuai dengan cakupan yang 
dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

2. Pemetaan kondisi terkini penyelenggaraan manajemen di Lingkungan 
Pemerintah  Provinsi Sulawesi Barat

3. Verifikasi data dan informasi eksisting pelaksanaan Manajemen Aset 
TIK, Kompetensi SDM SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

4. Analisis kebutuhan proses Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM 
SPBE, Pengetahuan dan Layanan SPBE yang masuk dalam cakupan 
SPBE sesuai dengan ruang lingkup pada peraturan yang berlaku 
(perpres 95,2018)

5. Penyusunan pedoman Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, 
Pengetahuan dan Layanan SPBE sesuai dengan cakupan yang 
dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Kerangka Acuan Kerja

Lingkup Kegiatan
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Manajemen SPBE 

ISO 19770

Perpres 95, 2018 | Pasal 46

Per BRIN 2, 2024

ITIL

Sudah disusun

Akan Disusun



Metodologi



Optional
Metodologi



Metodologi



Manajemen Sumber Daya Manusia
bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan peningkatan 
mutu layanan  dalam SPBE.

MANDAT MANAJEMEN SDM | REGULASI NASIONAL 
(Perpres 95, 2018: Pasal 51 | 1/8)

Proses Manajemen Sumber Daya Manusia
Perencanaan, pengembangan, pembinaan dan 
pendayagunaan SDM dalam  SPBE untuk 
memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM 
untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen  
SPBE

Kolaborasi
dilakukan bersama lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang aparatur Negara. Berpedoman pada 
pedoman ManSDM (Peta Ocupansi TIK ; Domain Arsitektur SPBE) 



Proses Utama Manajemen Kompetensi SDM

Rancangan kerangka kerja manajemen 
kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) 
merupakan langkah penting dalam 
mengelola dan mengembangkan potensi 
pegawai dalam sebuah organisasi.



Manajemen Aset TIK
bertujuan untuk menjamin 
ketersediaan dan optimalisasi 
pemanfaatan  aset TIK dalam 
SPBE.

MANDAT MANAJEMEN ASET TIK | REGULASI NASIONAL 
(Perpres 95, 2018: Pasal 50 | 1/8)

Proses Manajemen Aset TIK
Perencanaan, pengadaan, 
pengelolaan dan penghapusan 
perangkat keras dan perangkat 
lunak yang digunakan di dalam  
SPBE.Kolaborasi

dilakukan bersama lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. 
Berpedoman pada pedoman MATIK (SNI > ISO: 19770) 



Proses Utama Manajemen Aset TIK

Pelaksana



Manajemen Layanan
bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan 
meningkatkan kualitas Layanan 
SPBE kepada Pengguna SPBE.

MANDAT MANAJEMEN LAYANAN | REGULASI NASIONAL 
(Perpres 95, 2018: Pasal 54 | 1/8)

Proses Manajemen Layanan
Pelayanan Pengguna SPBE, 
pengoperasian Layanan SPBE, dan 
pengelolaan Aplikasi SPBE.

Kolaborasi
dilakukan bersama lembaga pemerintah non kementerian yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan 
Informatika



I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan

Perencanaan



Operasional

I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan



Evaluasi

I. Kerangka Kerja Manajemen Layanan



Manajemen Pengetahuan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
Layanan SPBE dan mendukung proses 
pengambilan keputusan dalam SPBE.

MANDAT MANAJEMEN PENGETAHUAN | REGULASI NASIONAL 
(Perpres 95, 2018, Psl 52)

Proses Manajemen Pengetahuan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
penggunaan, dan alih pengetahuan dan 
teknologi yang dihasilkan dalam SPBE

Kolaborasi
dilakukan bersama lembaga pemerintah non kementerian yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan 
penerapan teknologi (BRIN)



03
Penyimpanan
Knowledge Base 

Repository

02
Pengolahan

Pengetahuan diolah 
menjadi sebuah Wisdom

Pengumpulan
Tacit & Explicit Knowledge 

01

05
Transfer Knowledge
proses pemindahan 
pengetahuan dan tata 
cara (know-how) 

Pengunaan
Pemanfaatan 
Pengetahuan

04

PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN
Perpres 95,2018: psl 52



Knowledge Spiral Model (SECI)

Sumber: Paparan digitama.consulting

merupakan sintesis dari pengetahuan tacit seseorang yang 
biasanya melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Seperti 
contoh transfer ide atau gambar, atau proses magang karyawan 
baru.

pengetahuan tacit ke explicit agar dapat 
lebih mudah dipahami oleh orang lain

pengubahan pengetahuan eksplisit 
menjadi pengetahuan tacit ke dalam diri 
seseorang

pengetahuan eksplisit yang 
baru ditemukan melalui 
kombinasi. Kombinasi bisa 
terdiri dari proses 
komunikasi, integrasi, dan 
sistemisasi berbagai aliran 
pengetahuan



1. Perda/Perkada Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Perda/Perkada tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja OPD (terbaru dan lengkap + struktur organisasi)
3. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE Tahun terakhir (evaluasi 

dan pemantauan): 2021-2023
4. Dokumen Dukung Monev SPBE Tahun terakhir (khususnya: Domain 

Manajemen)
5. SOP-SOP dan Kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan manajemen 

ASN (BKPSDM dan BKD), Aset Daerah (BPKPD), SPM dan Pengetahuan 
(Bappeda)

Kerangka Acuan Kerja
Kebutuhan Data (studi literatur)



Unduh bahan ini pada QR Code disamping 

atau akses di 

https://tinyurl.com/2024sulbar


